MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN AUDIT TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penataan ruang yang berdaya
guna, berkualitas, dan berkelanjutan perlu dilakukan
pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang
akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyelenggaraan
penataan ruang dilaksanakan oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang
penataan ruang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional tentang Pedoman Audit Tata Ruang;



Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5160);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
PEDOMAN AUDIT TATA RUANG.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana
yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki
hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam
suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk
fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi
daya.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata
ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.

Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang
meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan
pengawasan penataan ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang
meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana
tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan
program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk

mewujudkan tertib tata ruang.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan
dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan
pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi
spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi
suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi
pelanggaran di bidang penataan ruang.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif
dan/atau aspek fungsional.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama
lindung atau budi daya.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan
hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber
daya buatan.

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar
kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang penataan ruang.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan operasional

bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan

Audit Tata Ruang.



Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan

dalam memeriksa dan mengevaluasi indikasi pelanggaran di

bidang penataan ruang.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.
b.

C.

(1)

(2)

dasar Audit Tata Ruang;

tahapan Audit Tata Ruang;

penyusunan laporan hasil Audit Tata Ruang;
tindak lanjut hasil Audit Tata Ruang; dan

kerahasiaan data dan informasi Audit Tata Ruang.

BAB III
DASAR AUDIT TATA RUANG

Pasal 5

Audit Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan.

Dasar Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf a meliputi:

a. laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait
adanya dugaan pelanggaran di bidang penataan
ruang;

b. temuan indikasi pelanggaran di bidang penataan
ruang; atau

c. bencana yang diduga disebabkan adanya indikasi

pelanggaran di bidang penataan ruang.

Pasal 6

Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 ayat (2) huruf a diperoleh melalui:

a.
b.

C.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;

unit penerima laporan atau pengaduan;

media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan
atau laporan oleh pejabat yang berwenang; dan

surat pembaca pada media cetak resmi.



Pasal 7

Temuan indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b

meliputi:

a.

temuan langsung oleh petugas yang memiliki tugas dan
fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang;

hasil pengawasan teknis; dan

hasil pengawasan khusus.

Pasal 8

Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c

dapat berupa:

a.

b.

C.

banjir;

tanah longsor;

kebakaran; atau

bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB IV
TAHAPAN AUDIT TATA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Tahapan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a.
b.

a o

pembentukan tim Audit Tata Ruang;
perencanaan Audit Tata Ruang;
pelaksanaan Audit Tata Ruang; dan

penentuan tipologi pelanggaran bidang penataan ruang.



(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Audit Tata Ruang

Pasal 10
Pembentukan Tim Audit Tata Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan melalui
keputusan pejabat dengan jabatan paling rendah
setingkat jabatan tinggi pratama.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
sedikit memuat:
a. susunan keanggotaan;
tugas dan tanggung jawab;
jangka waktu pelaksanaan;

lingkup wilayah; dan

o oo o

pembebanan biaya pelaksanaan.

Pasal 11
Tim Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 paling sedikit terdiri atas:
a. ketua tim Audit Tata Ruang dengan jabatan paling
rendah setingkat jabatan tinggi pratama; dan
b. anggota tim Audit Tata Ruang meliputi:

1) Pegawai Negeri Sipil yang membidangi
pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
ruang;

2) Ahli perencanaan wilayah dan kota;

3) Ahli sistem informasi geografis; dan

4) Ahli hukum.

Tim Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Penataan Ruang dan ahli lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

Pasal 12

Tim Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (1) dapat berupa:

a.
b.

C.

Tim Audit Tata Ruang Pusat;
Tim Audit Tata Ruang Provinsi; dan

Tim Audit Tata Ruang Kabupaten/Kota.



Pasal 13

(1) Tim Audit Tata Ruang Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a memiliki kewenangan dalam
melakukan Audit Tata Ruang pada:

a. kawasan strategis nasional;

b. pusat kegiatan nasional; dan

c. kawasan lintas daerah provinsi.

(2) Tim Audit Tata Ruang Pusat dapat melakukan Audit Tata
Ruang di luar wilayah kewenangannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

a. berdampak nasional;

b. berpotensi menimbulkan konflik antara pemerintah
dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat,
dan/atau masyarakat dengan masyarakat;

c. adanya permintaan dari Pemerintah Daerah Provinsi
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk
melakukan Audit Tata Ruang di wilayah yang

menjadi kewenangannya.

Pasal 14

(1) Tim Audit Tata Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b memiliki kewenangan dalam
melakukan Audit Tata Ruang pada:

a. kawasan strategis daerah provinsi; dan
b. kawasan lintas daerah kabupaten/kota.

(2) Tim Audit Tata Ruang Provinsi dapat melakukan Audit
Tata Ruang di luar wilayah kewenangannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan adanya
permintaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
untuk melakukan Audit Tata Ruang di wilayah yang

menjadi kewenangannya.

Pasal 15
Tim Audit Tata Ruang Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf c¢ memiliki kewenangan
dalam melakukan Audit Tata Ruang pada ruang wilayah

Kabupaten/Kota yang bersangkutan.



Bagian Ketiga

Perencanaan Audit Tata Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 16
Perencanaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf b, meliputi:
a. penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang;
b. penentuan jangka waktu Audit Tata Ruang;
c. penentuan kebutuhan sarana Audit Tata Ruang; dan
d

penentuan pembiayaan Audit Tata Ruang.

Paragraf 2

Penentuan Delineasi Audit Tata Ruang

Pasal 17

(1) Penentuan  delineasi lokasi Audit Tata Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a
dilakukan melalui pengamatan lapangan dan digitasi
peta.

(2) Penentuan delineasi lokasi Audit Tata Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
tahapan:

a. penyeragaman skala peta;
b. penetapan batas lokasi audit; dan

c. penghitungan luas area lokasi audit.

Pasal 18
Penyeragaman skala peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (2) huruf a merupakan penyesuaian skala antara peta
kerja yang digunakan dan peta Rencana Tata Ruang yang

digunakan sebagai acuan.

Pasal 19
(1) Penetapan batas lokasi audit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b menggunakan:
a. batas kepemilikan atau penguasaan bidang tanah;
b. batas administrasi wilayah; atau

c. batas fungsional kawasan.



- 10-

(2) Batas administrasi wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b didasarkan pada:
a. batas daerah provinsi;
b. batas daerah kabupaten/kota;
c. batas daerah kecamatan; dan/atau
d. batas daerah desa/kelurahan.
(3) Batas fungsional kawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c didasarkan pada:
a. batas penetapan kawasan strategis nasional, daerah
provinsi, atau daerah kabupaten/kota;
b. batas kawasan peruntukan;
c. batas penggunaan lahan;
d. batas zonasi, blok, sub blok, atau sub-sub blok pada
rencana tata ruang; atau

e. batas kawasan rawan bencana dan terdampak.

Pasal 20
Penghitungan luas area lokasi audit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap batas
lokasi audit yang telah ditetapkan.

Paragraf 3
Penentuan Jangka Waktu Audit Tata Ruang

Pasal 21
Penentuan jangka waktu Audit Tata Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan
mempertimbangkan:
a. pelaksanaan Audit Tata Ruang; dan

b. pelaporan hasil Audit Tata Ruang.

Pasal 22
Jangka waktu Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 paling lama 10 (sepuluh) bulan.



(1)

(2)

(1)

(2)
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Paragraf 4

Penentuan Kebutuhan Sarana Audit Tata Ruang

Pasal 23
Penentuan kebutuhan sarana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf ¢ dilakukan dengan
mempertimbangkan kebutuhan sarana yang diperlukan
dalam pelaksanaan Audit Tata Ruang.
Kebutuhan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa:

a. Global Positioning System (GPS) Tracker;
b. peralatan komputer;

c. Aerial Photo Capturing Drone;

d. peralatan perekam suara atau gambar;
e. peralatan komunikasi;

f.  peralatan tulis; dan

g. peralatan lainnya yang mendukung kebutuhan

teknis.

Paragraf 5

Penentuan Pembiayaan Audit Tata Ruang

Pasal 24
Penentuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf d dilakukan melalui penyusunan rencana
anggaran biaya yang dibutuhkan untuk Audit Tata
Ruang.
Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan

anggaran:
a. pelaksanaan survei;

b. pelaksanaan pembahasan;

c. pengadaan atau sewa sarana pendukung;
d. Dbiaya personil Tim Audit Tata Ruang;

e. pengadaan bahan; dan

f.  penyusunan laporan.



(3)

(1)

(2)

(1)
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Pembiayaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bersumber pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Audit Tata Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

Pelaksanaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 huruf c dilakukan secara sistematis,

objektif, dan terdokumentasi untuk menentukan indikasi
pelanggaran di bidang penataan ruang.

Indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan cara menilai:

a. kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata
ruang;

b. kesesuaian pemanfaatan ruang dengan izin
pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat
berwenang;

c. kesesuaian pemanfaatan ruang dengan persyaratan
izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
dan

d. penutupan atau tidak memberikan akses terhadap
kawasan yang dinyatakan oleh  peraturan

perundang-undangan sebagai milik umum.

Paragraf 2
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

dengan Rencana Tata Ruang

Pasal 26
Pelaksanaan Audit Tata Ruang terhadap kesesuaian
pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a

dilakukan melalui tahapan:



(2)
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a. pengumpulan data; dan

b. analisis terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang.

Dalam hal diperlukan, pelaksanaan Audit Tata Ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

a. pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan ruang
terhadap rencana tata ruang; dan

b. identifikasi terhadap dampak yang ditimbulkan.

Pasal 27

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

ayat (1) huruf a meliputi:

a.

(1)

(2)

dokumen Rencana Tata Ruang, materi teknis Rencana
Tata Ruang, dan peta Rencana Tata Ruang;

peta penggunaan lahan eksisting;

kronologis/riwayat penggunaan lahan;

data status kepemilikan lahan; dan

informasi dan keterangan pendukung.

Pasal 28

Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b didasarkan
pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam hal terdapat rencana rinci tata ruang yang
memiliki skala peta yang lebih besar atau tingkat
ketelitian peta yang lebih tinggi dari Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten/Kota, maka analisis kesesuaian
pemanfaatan ruang didasarkan pada rencana rinci tata

ruang.

Pasal 29

Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi:

a.
b.

C.

pertampalan peta;
penilaian kesesuaian penggunaan lahan; dan

verifikasi lapangan.
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Pasal 30
Pertampalan peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
huruf a dilakukan terhadap peta penggunaan lahan eksisting
dengan peta rencana pola ruang beserta ketentuan umum

peraturan zonasi yang ditetapkan.

Pasal 31
Penilaian kesesuaian penggunaan lahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf b diukur berdasarkan
kesesuaian penggunaan lahan eksisting terhadap ketentuan
penggunaan lahan yang diperbolehkan pada suatu lokasi
tertentu yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi

yang ditetapkan.

Pasal 32
(1) Hasil pertampalan peta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 dan hasil penilaian kesesuaian penggunaan
lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dituangkan
dalam peta dan tabel yang memuat:
a. indikasi  ketidaksesuaian  penggunaan  lahan
eksisting;
b. lokasi indikasi ketidaksesuaian penggunaan lahan
eksisting dalam bentuk koordinat; dan
c. luasan dan jumlah  titik lokasi indikasi
ketidaksesuaian penggunaan lahan eksisting.
(2) Peta dan tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33
(1) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 huruf c dilakukan melalui pemeriksaan lapangan
terhadap hasil pertampalan peta dan hasil penilaian
kesesuaian penggunaan lahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 ayat (2).
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(2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan peralatan pendukung, meliputi:

a. peta dan tabel hasil pertampalan peta;
b. formulir isian verifikasi lapangan;

c.  Global Positioning System (GPS) Tracker;
d. alat perekam visual;

e. alat perekam suara;
f. kertas milimeter; dan
g. alat tulis.

(3) Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat:

a. titik koordinat dan lokasi audit tata ruang;

b. foto dan/atau video; dan

c. keterangan dan informasi yang berisi kronologis
kegiatan pemanfaatan ruang.

(4) Titik koordinat dan lokasi audit tata ruang hasil verifikasi
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
dituangkan dalam formulir yang tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34
Ketentuan analisis kesesuaian pemanfaatan ruang dengan
didasarkan @ pada  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
sampai dengan Pasal 33 berlaku mutatis mutandis untuk
analisis dengan rencana rinci tata ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dengan ketentuan
pertampalan peta analisis dan penilaian kesesuaian
penggunaan lahan didasarkan pada rencana rinci tata ruang
dilakukan terhadap peta penggunaan lahan eksisting dengan
peta rencana pola ruang beserta ketentuan kegiatan dan

peruntukan lahan yang ditetapkan.
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Pasal 35

(1) Pemeriksaan kesesuaian izin pemanfaatan ruang
terhadap Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan pada
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana
Tata Ruang dan memiliki izin pemanfaatan ruang dari
pejabat yang berwenang.

(2) Pemeriksaan kesesuaian izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara memeriksa
kesesuaian materi perizinan terhadap ketentuan
penggunaan lahan yang diperbolehkan pada suatu lokasi
tertentu yang diatur dalam ketentuan umum peraturan

zonasi yang ditetapkan.

Pasal 36

Identifikasi terhadap dampak yang ditimbulkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilakukan pada:

a. pemanfaatan ruang yang diduga tidak sesuai dengan
rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan
fungsi ruang;

b. pemanfaatan ruang yang diduga tidak sesuai dengan
rencana tata ruang yang mengakibatkan kerugian
terhadap harta benda atau kerusakan barang; dan

c. pemanfaatan ruang yang diduga tidak sesuai dengan

rencana tata ruang yang mengakibatkan kematian orang.

Pasal 37

(1) Identifikasi terhadap dampak pemanfaatan ruang yang
diduga tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang
mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dapat dilakukan
menggunakan metode penghitungan performa ruang atau
metode lainnya.

(2) Metode penghitungan performa ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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Pasal 38

(1) Identifikasi terhadap dampak pemanfaatan ruang yang
diduga tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang
mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau
kerusakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 huruf b, dilakukan dengan memperhitungkan:
a. nilai aset terdampak yang hilang atau rusak;
b. perubahan biaya input; dan/atau
c. potensi pendapatan yang hilang.

(2) Metode penghitungan dampak kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 39
Identifikasi terhadap dampak pemanfaatan ruang yang diduga
tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang
mengakibatkan kematian orang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 huruf c, dilakukan dengan cara:
a. memeriksa dan memastikan akibat tersebut merupakan
dampak tindakan pelanggaran di bidang penataan ruang;
b. melakukan analisa keterkaitan antara faktor penyebab
dengan tindakan pelanggaran di bidang penataan ruang
yang dilakukan; dan
c. mengumpulkan keterangan dan bahan bukti sehubungan

dengan pelanggaran di bidang penataan ruang.

Paragraf 3
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Izin Pemanfaatan

Ruang yang Diberikan oleh Pejabat Berwenang

Pasal 40
(1) Pelaksanaan Audit Tata Ruang terhadap kesesuaian
pemanfaatan ruang dengan izin pemanfaatan ruang yang
diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan

melalui tahapan:
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a. pengumpulan data; dan
b. analisis terhadap pemanfaatan ruang.

(2) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan Audit Tata Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

identifikasi dampak yang ditimbulkan.

Pasal 41
Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengumpulkan data,
informasi, dan dokumen pendukung, meliputi:
a. peta penggunaan lahan eksisting;
b. sketsa penggunaan lahan eksisting;
c. kronologis/riwayat penggunaan lahan;
d

data status kepemilikan lahan;

®

dokumen izin pemanfaatan ruang yang disyaratkan;

=

dokumen izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

g. informasi dan keterangan pendukung.

Pasal 42
Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap izin
pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memeriksa:
a. kepemilikan izin pemanfaatan ruang yang
dipersyaratkan;
b. waktu dikeluarkan dan masa berlaku izin pemanfaatan
ruang; dan
c. kesesuaian isi, ketentuan, dan muatan yang ditetapkan

dalam izin pemanfaatan ruang dengan pelaksanaannya.

Pasal 43
Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan
terhadap:
a. kesesuaian pemanfaatan ruang dengan izin prinsip atau
yang setara;
b. kesesuaian pemanfaatan ruang dengan izin lokasi;
c. kesesuaian pemanfaatan ruang dengan izin penggunaan

pemanfaatan tanah;
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d. kesesuaian pemanfaatan ruang dengan izin mendirikan
bangunan; dan/atau
e. kesesuaian pemanfaatan ruang dengan izin lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e
merupakan izin sektoral yang berkaitan dengan
pemanfaatan ruang.

(2) Izin sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain:
a. izin perubahan penggunaan tanah;
b. izin usaha pertambangan;

izin perkebunan;

c
d. izin pariwisata;

®

izin industri;

=

izin perdagangan; dan/atau

izin lingkungan.

Pasal 45
Identifikasi terhadap dampak yang ditimbulkan untuk
pelaksanaan Audit Tata Ruang terhadap kesesuaian
pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 berlaku
mutatis mutandis untuk identifikasi terhadap dampak yang

ditimbulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Paragraf 4
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Persyaratan Izin Yang

Diberikan oleh Pejabat yang Berwenang

Pasal 46
Pelaksanaan Audit Tata Ruang terhadap kesesuaian
pemanfaatan ruang dengan persyaratan izin yang diberikan
oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (2) huruf c dilakukan melalui tahapan:

a. pengumpulan data; dan
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b. analisis terhadap pemanfaatan ruang.

Pasal 47
Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
huruf a paling sedikit meliputi:

a. peta penggunaan lahan eksisting;

b. sketsa penggunaan lahan eksisting;

c. kronologis/riwayat penggunaan lahan;

d. data status kepemilikan lahan;

e. dokumen izin pemanfaatan ruang yang disyaratkan,;

f.  dokumen izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

g. informasi dan keterangan pendukung.

Pasal 48
Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang dengan persyaratan
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan
melalui pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap
hal yang dipersyaratkan di dalam izin pemanfaatan ruang

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 49
Hal yang dipersyaratkan di dalam izin pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri atas:

a. batas sempadan;

b. koefisien lantai bangunan;

c. koefisien dasar bangunan;

d. koefisien dasar hijau;

e. perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
f.  perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan;

g. penyediaan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai
dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang;

h. persyaratan izin dalam materi teknis yang telah disetujui
oleh pejabat yang berwenang; dan

1. persyaratan izin lainnya.
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Pasal 50

Pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap hal

yang dipersyaratkan di dalam izin pemanfaatan ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan dengan
cara:

a. membuat gambar 3 (tiga) dimensi kondisi pemanfaatan
ruang dan bangunan yang sesuai dengan skala yang
proporsional kemudian dibandingkan kesesuaiannya
dengan hal yang dipersyaratkan di dalam izin
pemanfaatan ruang;

b. menentukan titik koordinat lokasi menggunakan Global
Positioning System (GPS) Tracker; dan

c. mendokumentasikan kondisi lapangan secara visual baik

berupa foto dan/atau video dari berbagai sisi.

Pasal 51
Pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap hal
yang dipersyaratkan di dalam izin pemanfaatan ruang
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5
Penutupan atau Tidak Memberikan Akses terhadap Kawasan
yang Dinyatakan oleh Peraturan Perundang-Undangan

sebagai Milik Umum

Pasal 52
(1) Pelaksanaan Audit Tata Ruang terhadap penutupan atau
tidak memberikan akses terhadap kawasan yang
dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai
milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(2) huruf d merupakan Audit Tata Ruang terhadap
tindakan, upaya, atau aktivitas yang menutup atau tidak
memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan
oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik

umuin.
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(2) Menutup atau tidak memberikan akses sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. menutup atau tidak memberikan akses ke pesisir
pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam
serta prasarana publik;

b. menutup atau tidak memberikan akses terhadap
sumber air;

c. menutup atau tidak memberikan akses terhadap
taman dan ruang terbuka hijau;

d. menutup atau tidak memberikan akses terhadap
fasilitas pejalan kaki;

e. menutup atau tidak memberikan akses terhadap
lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan

f.  menutup atau tidak memberikan akses terhadap

jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 53

Pelaksanaan Audit Tata Ruang terhadap penutupan atau
tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan
oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan
melalui tahapan:

a. pengumpulan data; dan

b. analisis terhadap penutupan atau tidak memberikan

akses terhadap kawasan milik umum.

Pasal 54
Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
huruf a meliputi:
a. dokumen rencana tata ruang dan peta Rencana Tata
Ruang;
b. kronologis/riwayat penggunaan lahan;
c. peta penggunaan lahan eksisting;
d. data status kepemilikan lahan; dan

e. informasi dan keterangan pendukung.
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Pasal 55
Analisis terhadap penutupan atau tidak memberikan akses
terhadap kawasan milik umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 huruf b dilakukan melalui pemeriksaan lapangan
untuk melihat suatu kegiatan menutup atau tidak
memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh

peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Pasal 56
Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
meliputi:
a. menganalisa perubahan nilai tingkat aksesibilitas untuk
masing-masing subyek atau moda terhadap kawasan;
b. menentukan titik koordinat lokasi menggunakan Global
Positioning System (GPS) Tracker; dan
c. mendokumentasikan kondisi lapangan secara visual baik

berupa foto dan/atau video dari berbagai sisi.

Bagian Kelima

Penentuan Tipologi Pelanggaran Bidang Penataan Ruang

Pasal 57
(1) Penentuan tipologi pelanggaran bidang penataan ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan
setelah melalui tahap pelaksanaan Audit Tata Ruang.
(2) Tipologi indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang;

b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin
pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat
berwenang;

c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang

berwenang;
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menutup atau tidak memberikan akses terhadap
kawasan yang dinyatakan oleh  peraturan
perundang-undangan sebagai milik umum;
dan/atau

menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata

ruang.

Pasal 58

Tipologi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan

Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

57 ayat (2) huruf a meliputi:

a.

pemanfaatan ruang dengan izin pemanfaatan ruang
di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di
lokasi yang sesuai dengan peruntukannya;
pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di
lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
memanfaatkan ruang di lokasi yang tidak sesuai
dengan  peruntukannya dan = mengakibatkan
perubahan fungsi;

memanfaatkan ruang di lokasi yang tidak sesuai
dengan  peruntukannya yang mengakibatkan
perubahan fungsi dan mengakibatkan kerugian; dan
memanfaatkan ruang di lokasi yang tidak sesuai
dengan peruntukannya yang mengakibatkan
perubahan fungsi dan mengakibatkan kematian

orang.

Tipologi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan

izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat

berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat

(2) huruf b meliputi:

a.

tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang
telah dikeluarkan;

memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi
ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan

ruang;
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c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin
pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat
berwenang yang mengakibatkan perubahan fungsi;

d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin
pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat
berwenang yang mengakibatkan kerugian; dan/atau

e. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin
pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat
berwenang yang mengakibatkan kematian orang.

(3) Tipologi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat
(2) huruf ¢ meliputi:

melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang
telah ditentukan;

c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan
koefisien dasar hijau,;

d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan
fungsi bangunan,;

e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan
fungsi lahan;

f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas
umum sesuai dengan persyaratan dalam izin
pemanfaatan ruang; dan/atau

g. tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan izin yang

telah ditetapkan lainnya.

Pasal 59
Ketentuan mengenai tipologi indikasi pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.
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BAB V
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL AUDIT TATA RUANG

Pasal 60
Penyusunan laporan hasil Audit Tata Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan
oleh Tim Audit Tata Ruang.
Tim Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Dbertanggung jawab terhadap kesahihan data,
informasi, analisis, dan hasil rekomendasi Audit Tata

Ruang.

Pasal 61
Laporan Hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (1) memuat:
a. deliniasi lokasi Audit Tata Ruang;
b. gambaran umum lokasi Audit Tata Ruang;
c. hasil analisa Audit Tata Ruang;
d. rekomendasi tindak lanjut; dan
e. lampiran data pendukung.
Deliniasi lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a memuat:
a. dasar pertimbangan deliniasi lokasi Audit Tata
Ruang; dan
b. lokasi Audit Tata Ruang.
Gambaran umum lokasi Audit Tata Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain memuat:

a. kronologis pemanfaatan ruang;
kronologis kepemilikan lahan;
kondisi sosial dan fisik wilayah terdampak;

izin pemanfaatan ruang yang dimiliki;

°o oo o

rencana peruntukan ruang dan ketentuan peraturan
zonasi pada kawasan yang bersangkutan; dan

f.  ketentuan lainnya terkait bidang penataan ruang
pada kawasan yang bersangkutan.

Hasil analisa Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c memuat:
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a. ada atau tidaknya indikasi pelanggaran di bidang
penataan ruang;

b. titik, luasan dan tipologi indikasi pelanggaran di
bidang penataan ruang; dan

c. orang dan/atau badan yang diduga melakukan
pelanggaran di bidang penataan ruang.

Rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d memuat rekomendasi penanganan oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah = Daerah  Kabupaten/Kota  berdasarkan

kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Lampiran bahan bukti data pendukung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:

hasil isian formulir verifikasi lapangan;

foto dan/atau video;

rekaman;

gambar denah dan bangunan; dan

© oo T p

data dan informasi pendukung lainnya.

Ketentuan mengenai kerangka laporan hasil Audit Tata
Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 62

Laporan Hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 61 ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang

memberikan penugasan pelaksanaan Audit Tata Ruang.

BAB VI
TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TATA RUANG

Pasal 63

Tindak lanjut hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

a.

penetapan kebijakan dan/atau pelaksanaan kegiatan
sesuai rekomendasi dari pelaksana Audit Tata Ruang

oleh pihak atau instansi terkait; dan
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pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Penataan Ruang untuk indikasi pelanggaran di
bidang penataan ruang yang memenuhi unsur pidana

penataan ruang.

BAB VII
KERAHASIAAN DATA DAN
INFORMASI AUDIT TATA RUANG

Pasal 64

Data dan informasi dalam Audit Tata Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bersifat rahasia.
Penggunaan setiap data dan informasi dalam Audit Tata
Ruang harus dilakukan atas persetujuan pejabat yang
berwenang.

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan pejabat dengan jabatan paling rendah

setingkat jabatan tinggi pratama.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Hasil Audit Tata Ruang yang telah dilaksanakan sebelum

berlakunya Peraturan Menteri ini, ditindaklanjuti sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Oktober 2017

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1513



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN AUDIT TATA RUANG

METODE PERTAMPALAN ANALISIS KESESUAIAN
PEMANFAATAN RUANG DENGAN RENCANA TATA RUANG

Metode pertampalan analisis kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana
tata ruang dilakukan dengan melakukan pertampalan terhadap penggunaan
lahan eksisting dengan peta rencana pola ruang beserta dengan ketentuan
pemanfaatannya. Ketentuan pemanfaatan dapat berupa ketentuan kegiatan
dan peruntukan ruang yang terdapat dalam rencana rinci, atau ketentuan
umum peraturan zonasi yang terdapat pada Rencana Tata Ruang
Wilayahkabupaten /kota.

Sebelum melakukan proses pertampalan, perlu dilakukan hal-hal sebagai

berikut:

1. Menyamakan skala ketelitian peta penggunaan lahan eksisting dengan peta
rencana tata ruang yang digunakan.

2. Menyamakan pengelompokan penggunaan lahan.

Dalam melakukan pertampalan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
1. Pemeriksaan bertahap; dan

2. Menggunakan rumus fungsi berdasarkan atribut ketentuan pemanfaatan.

A. Pemeriksaan Bertahap
Pemeriksaan bertahap dalam rangka analisis kesesuaian pemanfaatan
ruang dengan rencana tata ruang melalui metode pertampalan dilakukan
dalam dua langkah. Langkah pertama adalah melakukan pertampalan
penggunaan lahan eksisting dengan peta rencana pola ruang. Hasil
pertampalan tersebut menghasilkan peta yang menunjukkan perbedaan
penggunaan lahan terhadap peta rencana pola ruang. Langkah selanjutnya
adalah melakukan pengecekan masing-masing perbedaan penggunaan
lahan terhadap peta rencana pola ruang tersebut dengan ketentuan umum
peraturan zonasi/ketentuan peruntukan dan zonasinya apakah
penggunaan lahan tersebut diperbolehkan atau tidak diperbolehkan pada
zona yang terkait. Berdasarkan pengecekan tersebut kemudian didapatkan
hasil identifikasi analisa kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana

tata ruang.



B. Menggunakan Rumus Fungsi Berdasarkan Atribut Ketentuan Pemanfaatan.
Proses pertampalan dalam rangka analisis kesesuaian pemanfaatan ruang

dengan rencana tata ruang dapat dilaksanakan dalam satu langkah, yaitu

menggunakan rumus fungsi logika “if” dengan melihat ketentuan peraturan

zonasi.

1.

ruang;

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

sesuai

tersebut,

penyesuaian

.....

.....
-
-

Ruang, tidak dapat dilakukan upaya penertiban secara paksa.
Contoh Peta Hasil Pertampalan Kesesuaian Penggunaan Lahan

Terhadap Rencana Tata Ruang

Proses analisis kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

Pemanfaatan ruang yang dilakukan setelah ditetapkannya rencana tata
dan tidak sesuai dengan rencana pola ruang dengan ketentuan

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

umum peraturan zonasi/ketentuan peruntukan dan zonasinya maka dapat

ruang
diindikasikan telah memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata

2. Pemanfaatan ruang yang telah dilakukan sejak sebelum pemanfaatan
ruang ditetapkan, maka memiliki hak untuk melakukan penyesuaian

selama 3 tahun sejak rencana tata ruang ditetapkan. Dalam waktu 3 tahun
dengan Penjelasan dalam Peraturan

Terhadap Rencana Tata Ruang

Peta Hasil Pertampalan
Penilaian Kesesuaian
Penggunaan Lahan

U

[A)

1:20.000
02 04 06 _Km

KETERANGAN
Batas lokasi audit tata ruang

Indikasi Ketidaksesuaian

Sumber:
- RDTR Kota.




Contoh.Tabel Hasil Pertampalan Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap

Rencana Tata Ruang

No | Kode | Koordinat/Alamat | Luas Penggunaan Peruntukan/Zonasi Ketentuan
Lokasi (m?2) Lahan dalam Rencana Pola Peraturan
Ruang/Peraturan Zonasi
Zonasi /Ketentuan
Umum
Peraturan
Zonasi

1 | TR-1 | Kabupaten/Kota.. | 225 | Industri Kimia Perkantoran dan Industri tidak
Kecamatan... Dasar Perdagangan/Jasa | diperbolehkan
Desa/Kelurahan...

2 | TR-2 | Kabupaten/Kota.. | 325 | Aneka Industri Perkantoran dan Industri tidak
Kecamatan... (Roti) Perdagangan/Jasa | diperbolehkan
Desa/Kelurahan...

3 | TR-3 | Kabupaten/Kota.. | 263 | Pendidikan Perkantoran dan Pendidikan
Kecamatan... (Universitas Perdagangan/Jasa | diperbolehkan
Desa/Kelurahan... Swasta) bersyarat

4 | TR-4 | Kabupaten/Kota.. | 214 | Pertambangan Perkantoran dan Pertambangan
Kecamatan... (Galian ¢) Perdagangan/Jasa | tidak
Desa/Kelurahan... diperbolehkan




LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN AUDIT TATA RUANG

FORMULIR VERIFIKASI LAPANGAN KESESUAJIAN PENGGUNAAN LAHAN
TERHADAP RENCANA TATA RUANG

Kode Lokasi | e,

Pemilik / Pengguna Lahan | .................

Alamat |

Koordinat |

Kegiatan/Penggunaan Lahan |.................

Luas

Hasil Verifikasi Lapangan

- Kronologis penggunaan dan kepemilikan lahan, berdasarkan keterangan pemilik,
petugas pemerintah, dan/atau warga sekitar
- Gambar atau sketsa bangunan dan denah lokasi

- Informasi pendukung lainnya




LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN AUDIT TATA RUANG

PARAMETER DAN METODE PENGHITUNGAN PERFORMA RUANG

Parameter dan metode penghitungan performa ruang dilakukan dalam rangka

menilai perubahan fungsi yang diakibatkan oleh adanya suatu pemanfaatan

ruang/penggunaan lahan yang melanggar rencana tata ruang atau tidak

sesuai dengan izin yang diberikan dari pejabat yang berwenang. Metode

penghitungan performa ruang dilakukan dengan melihat perubahan performa

ruang suatu ruang berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Cara penilaian

dan variabel penghitungannya sendiri dapat berbeda-beda untuk masing-

masing kasus dengan pendekatan keilmuan yang berbeda-beda. Perubahan

fungsi diidentifikasi apabila ada satu atau lebih fungsi yang hilang pada suatu

pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi

yang telah ditetapkan.

Kriteria

performa ruang pada masing-masing zona didapatkan berdasarkan deskripsi

atau fungsi yang telah ditetapkan pada masing-masing zona.

Contoh.Identifikasi Definisi, Fungsi Penetapan, dan

Kriteria Performa Ruang pada Masing-masing ZonaBerdasarkan

Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Kriteria Performa

No. Zona Kode Definisi Fungsi Penetapan
Ruang
ZONA LINDUNG
1 Hutan Lindung HL peruntukan ruang | - memelihara dan - terjaga dan
yang merupakan mewujudkan terwujudnya
bagian dari kawasan kelestarian fungsi kelestarian fungsi
lindung yang hutan lindung dan hutan lindung
mempunyai fungsi rpencegah - menir'lgkatnya
pokok sebagai timbulnya f},mgm hutan
. . kerusakan hutan lindung terhadap
perlindungan  sistem . . a1
Kkehid - meningkatkan tanah, air, iklim,
penyangga kenidupan fungsi hutan tumbuhan, dan
u.ntuk mengatur tg.ta lindung terhadap satwa
air, mencegah banjir, tanah, air, iklim,
mengendalikan  erosi, tumbuhan, dan
mencegah intrusi air satwa
laut, dan memelihara
kesuburan tanah
2 Perlindungan PB peruntukanruang - meresapkan - terserapnyaair
Terhadap yangmerupakan airhujan hujan
Kawasan bagian darikawasan sehipggadapat sehinggamenjadi
Bawahannya lindungyang menjaditempat tempat
mempunyaifungsi pengjisianairbumi pengisiangir
pokok sebagai (akulfer)ygngbergu bum1(aku1fer)ygng
. na sebagaisumber bergunasebagai
perlindungan terhadap . .
. air sumber air
kawasan di

bawahannya meliputi
kawasan gambut dan
kawasanresapanair




Kriteria Performa

No. Zona Kode Definisi Fungsi Penetapan
Ruang
3 Perlindungan PS peruntukanruang - terjaganya
Setempat yangmerupakan kelestarian fungsi
bagian  darikawasan pantai,  waduk,
lindungyang dap sungal
mempunyaifungsi - terjaganyakawasan
pokok sebagai dar1akt.1v1tas
. manusia
perlindungan
terhadapsempadan
pantai,sempadan
sungai,kawasan
sekitar danau atau
waduk,dankawasan
sekitarmata air
4 Ruang Terbuka RTH | areamemanjang/jalur - menjaga - terjaganya
Hijau dan atau ketersediaan lahan ketersediaan lahan
mengelompok,yang sebagai kawasan sebagai kawasan
penggunaannyalebih resapan air resapan air
bersifatterbuka, - menciptakan aspek | - terciptanya aspek
tempattumbuh planologis . planologis ’
. perkotaan melalui perkotaan melalui
tanaman, baik yang . .
keseimbangan keseimbangan
tumbuh tanaman . .

. antara lingkungan antara lingkungan
secaraalamiah . alam dan alam dan
maupunyang sengaja lingkungan binaan lingkungan binaan
ditanam yang berguna yang berguna

untuk kepentingan untuk kepentingan
masyarakat masyarakat
- meningkatkan - meningkatnya
keserasian keserasian
lingkungan lingkungan
perkotaan sebagai perkotaan sebagai
sarana pengaman sarana pengaman
lingkungan lingkungan
perkotaan yang perkotaan yang
aman, nyaman, aman, nyaman,
segar, indah, dan segar, indah, dan
bersih bersih
5 Suaka Alam SC peruntukanruang - meningkatkan - meningkatnya
dan Cagar yangmerupakan fungsi lindung fungsi lindung
Budaya bagian darikawasan terhadap tanah, air, terhadap tanah,
lindungyangmemiliki iklim, tumbuhan air, iklim,
cirikhas tertentubaik dan satwa, serta tumbuhan dan
didaratmaupundi nilai budaya dan satwa, serta nilai
perairanyang sejarah bangsa budaya dan

. . - mempertahankan sejarah bangsa

mempunyaifungsi k K - teri
. eanekaragaman erjaganya
pokok sebagai hayati, satwa, tipe keanekaragaman
kawasanpepggwetan ekosistem dan hayati, satwa, tipe
keragamanjenis keunikan alam ekosistem dan
tumbuhan,satwadan keunikan alam
ekosistemnyabeserta
nilaibudayadan
sejarah bangsa
6 Rawan Bencana RB peruntukan ruang | - menetapkan zona - tidak adanya
Alam yang merupakan yang tidak boleh pembangunan,
bagian dari kawasan dijadikan sebagai apabila risiko
lindung yang memiliki lokasi b'encr?ma cukup
ciri khas tertentu baik pembangunan, tinggi
di darat maupun di apabila risiko - terlaksananya
. . bencana cukup pencegahan dan
perairan yang sering tinggi. penanganan secara
atau berpotensi tinggi .

. - pencegahan dan serius dalam
mengalami tanah penanganan secara bencana alam
longsor, gelombang serius dalam - terminimalisasinya
pasang/tsunami, bencana alam jumlah korban jiwa
banjir, letusan gunung | - meminimalkan akibat bencana
berapi, dan gempa korban jiwa akibat alam
bumi bencana alam

ZONA BUDIDAYA




Kriteria Performa

No. Zona Kode Definisi Fungsi Penetapan
Ruang
Zona Perumahan
7 | Rumah R-1 peruntukan ruang | menyediakan zona tersedianya unit
Kepadatan yang merupakan | untuk pembangunan | hunian
Sangat Tinggi bagian dari kawasan | unit hunian dengan dengantingkat
budi daya difungsikan | tingkat kepadatan kepadatansangat
untuk tempat tinggal | sangat tinggi. Dalam | tinggi
atau hunian dengan | pembangunan
perbandingan yang | rumah secara
sangat besar antara | vertikal dengan
jumlah bangunan | kepadatan sangat
rumah dengan luas | tinggi berlaku
lahan kepemilikan
berdasarkan strata
title, dimana setiap
pemilik unit hunian
memiliki hak
menggunakan
bagian bersama,
benda bersama dan
tanah bersama dan
kewajiban yang
sama dalam
menyediakan
fasilitas lingkungan
di dalam satuan
perpetakannya
(apartemen/rumah
susun)
8 Rumah R-2 peruntukan ruang | Menyediakanzonaunt | tersedianya unit
Kepadatan yang merupakan | uk pembangunan hunian
Tinggi bagian dari kawasan | unit hunian dengan dengantingkatkepad
budi daya difungsikan | tingkat kepadatan atan tinggi
untuk tempat tinggal | tinggi
atau hunian dengan
perbandingan yang
besar antara jumlah
bangunan rumah
dengan luas lahan
9 Rumah R-3 peruntukan ruang | menyediakan zona tersedianya unit
Kepadatan yang merupakan | untuk pembangunan | hunian
Sedang bagian dari kawasan | unit hunian dengan dengantingkat
budi daya difungsikan | tingkat kepadatan kepadatan sedang
untuk tempat tinggal | sedang
atau hunian dengan
perbandingan yang
hampir seimbang
antara jumlah
bangunan rumah
dengan luas lahan
10 | Rumah R-4 peruntukan ruang | bertujuan tersedianya unit
Kepadatan yang merupakan | menyediakan zona hunian
Rendah bagian dari kawasan | untuk pembangunan | dengantingkatkepad

budi daya difungsikan
untuk tempat tinggal
atau hunian dengan

perbandingan yang
kecil antara jumlah
bangunan rumah

dengan luas lahan

unit hunian dengan
tingkat kepadatan
rendah

atan rendah




Kriteria Performa

No. Zona Kode Definisi Fungsi Penetapan
Ruang
11 | Rumah R-5 peruntukan ruang | Menyediakanzonaunt | tersedianya unit
Kepadatan yang merupakan | uk pembangunan hunian
Sangat Rendah bagian dari kawasan | unit hunian dengan dengantingkatkepad
budi daya difungsikan | tingkat kepadatan atan sangatrendah
untuk tempat tinggal | sangat rendah
atau hunian dengan
perbandingan yang
sangat kecil antara
jumlah bangunan
rumah dengan Iluas
lahan
12 | Tunggal K-1 peruntukanruang menyediakanruang tersedianyaruang
yangmerupakan untuk: untuk:
bagian darikawasan | - menampung tenaga | - menampung tenaga
budi daya kerja, pertokoan, kerja, pertokoan,
difungsikanuntuk jasa, rekreasi, dan jasa, rekreasi, dan
pengembangan pelayanan pelayanan
kelompok kegiatan Masyare}kat masyara'kat
perdagangan - mepyedlakan - mepyedlaka.n
fasilitas pelayanan fasilitas pelayanan
perdagangan dan perdagangan dan
jasa yang jasa yang
dibutuhkan dibutuhkan
masyarakat dalam masyarakat dalam
skala pelayanan skala pelayanan
regional dan kota regional dan kota
- membentuk - membentuk
karakter ruang kota karakter ruang kota
melalui melalui
pengembangan pengembangan
bangunan bangunan
perdagangandan perdagangan dan
jasa dalam bentuk jasa dalam bentuk
tunggal
13 | Kopel K-2 peruntukan ruang | menyediakan tersedianyaru
yang merupakan | ruang untuk: ang untuk:
bagian dari kawasan | - menampung tenaga | - menampung tenaga
budi daya difungsikan kerja, pertokoan, kerja, pertokoan,
untuk pengembangan jasa, rekreasi, dan jasa, rekreasi, dan
kelompok kegiatan pelayanan pelayanan
perdagangan masyarakat masyarakat
dan/atau jasa, tempat | ~ mepyediakan B mepyediakan
bekeria tempat fasilitas pelayanan fasilitas pelayanan
2, p erdagangan dan perdagangan  dan
berusaha, tempat p :
. . jasa yang jasa yang
hiburan dan rekreasi dibutuhkan dibutuhkan
dengan gkala masyarakat dalam masyarakat dalam
pelayanan regional skala pelayanan skala pelayanan
berupa bangunan kota dan lokal kota dan lokal
tunggal dengan atap | - membetuk karakter | - membentuk

menyambung untuk 2
(dua) unit
toko/tempat usaha.

ruang kota melalui
pengembangan
bangunan
perdagangan dan
jasa dalam bentuk
bangunan kopel

karakter ruang kota
melalui
pengembangan
bangunan
perdagangan  dan
jasa dalam bentuk
bangunan kopel




Kriteria Performa

No. Zona Kode Definisi Fungsi Penetapan
Ruang
14 | Deret K-3 peruntukan ruang | menyediakan tersedianyaru
yang merupakan | ruang untuk: ang untuk:
bagian dari kawasan | - menampung tenaga | - menampung tenaga
budi daya difungsikan kerja, pertokoan, kerja, pertokoan,
untuk pengembangan jasa, rekreasi, dan jasa, rekreasi, dan
kelompok kegiatan pelayanan pelayanan
perdagangan masyarakat masyarakat
dan/atau jasa, tempat | ~ mepyediakan B mepyediakan
bekeria tempat fasilitas pelayanan fasilitas pelayanan
Ja, p
perdagangan dan perdagangan dan
berusaha, tempat - -
) . jasa yang jasa yang
hiburan dan rekreasi | = gipyfuhkan dibutuhkan
dengan §kala masyarakat dalam masyarakat dalam
pelayanan regional skala pelayanan skala pelayanan
yang  dikembangkan kota dan lokal kota dan lokal
dalam bentuk deret - membetuk karakter | - membentuk
ruang kota melalui karakter ruang kota
pengembangan melalui
bangunan pengembangan
perdagangan dan bangunan
jasa dalam perdagangan  dan
bentukbangunan jasa dalam bentuk
tunggal bangunan tunggal
Zona Perkantoran
15 | Pemerintah KT-1 | peruntukan ruang | menyediakan tersedianyaru
yang merupakan | ruang untuk: ang untuk:
bagian dari kawasan | - pengembangan - pengembangan
budi daya difungsikan kegiatan pelayanan kegiatan pelayanan
untuk pengembangan pemerintahan dan pemerintahan dan
kegiatan pertahanan serta pertahanan  serta
pemerintahan dan geamaninbsetsu}?l lgeamanaﬁ . steilual
engan kebutuhan engan kebutuhan
pelayanan masyarakat dan daya dukung dan daya dukung
untuk menjamin untuk  menjamin
pelayanan pada pelayanan pada
masyarakat masyarakat
- menjamin kegiatan menjamin kegiatan
pemerintahan, pemerintahan,
pertahanan dan pertahanan dan
keamanan yang keamanan yang
berkualitas tinggi, berkualitas  tinggi,
dan melindungi dan melindungi
penggunaan lahan penggunaan lahan
untuk untuk
pemerintahan, serta pemerintahan,serta
pertahanan dan pertahanan dan
keamanan keamanan
16 | Swasta KT-2 | peruntukan ruang | menyediakanruang tersedianyaruang
yang merupakan | untuk menampung untuk menampung
bagian dari kawasan | tenagakerja tenagakerja

budi daya difungsikan
untuk pengembangan
kelompok kegiatan
perkantoran  swasta,
jasa, tempat bekerja,
tempat berusaha
dengan fasilitasnya
yang dikembangkan
dengan bentuk
tunggal/renggang
secara horizontal
maupun vertikal

disektorjasakomersia
1,
rekreasi,dansebagai
bagian
daripelayanankebutu
hanmasyarakat

disektorjasakomersia
1,
rekreasi,dansebagai
bagian daripelayanan
kebutuhanmasyarak
at




Kriteria Performa

No. Zona Kode Definisi Fungsi Penetapan
Ruang
Zona Industri
17 | Industri Kimia I-1 zonaindustriyang pengelolaankegiatan - terkelolanya
Dasar mengolah bahan | industriyang kegiatan  industri
mentahmenjadi bahan | dilakukansecara secara terpadu
bakuserta memiliki | terpadudengan - ter§e.>d1anya. ]
proseskimia penyediaanfasilitas- fasilitas-fasilitas
yangmenghasilkan fasilitasbersama, bersama .
. . - keselamatan kerja
produk zatkimia | sehinggapara
. maupun bangunan
dasar,sepertiasam pengguna dapat 4 .
. . ermonitor dengan
sulfat(H2SO4)danamm | bekerjasecara efisien baik
onia(NH3), dan pengawasan
seperti,Industri terhadap
kertas,semen, obat- | keselamatankerja
obatan,pupuk,kaca, maupun bangunan
danlain-lain dapattermonitor
denganbaik
18 | Industri Mesin I-2 zona industri bahan | menyediakan ruang tersedianyaruang
dan Logam logam dan produk | untuk untuk
Dasar dasar yang | pengembangan pengembangan
menghasilkan bahan | industri mesin dan industrimesin dan
baku dan  bahan | logam dasar beserta | logamdasar beserta
setengah jadi, seperti | fasilitas fasilitaspelengkapnya
industri peralatan | pelengkapnya yang yangmembutuhkan
listrik, mesin, besi | membutuhkan lahan | lahanluasyangditata
beton, pipa baja, | luas yang ditata secara horizontal
kendaraan bermotor, | secara horizontal
pesawat terbang, dan
lain-lain
19 | Industri Kecil I-3 zona industri dengan | menyediakan ruang - tersedianya ruang
modal kecil dan | untuk untuk untuk untuk
tenaga kerja yang | industri-industri industri-industri
sedikit dengan | kecil yang kecil yang
peralatan sederhana. | mengakomodasi mel}gakOmOQa51 .
biasanya merupakan | kegiatan industri kegiatan . industri
. . . skala kecil
industri yang | skala kecil yang ea
. . - terfasilitasinya
dikerjakan per orang | ditata dalam
i Jcan kecil masyarakat luas
atau Tufna tgnggg, perpetakan .e01 untuk berusaha
seperti industri roti, | dengan lantai dua pada bangunan
kompor minyak, | sampai empat lapis, industri yang
makanan ringan, | sehingga berdekatan dengan
minyak goreng curah | memungkinkan rumah tinggalnya
dan lain-lain masyarakat luas
berusaha pada
bangunan industri
yang berdekatan
rumah tinggalnya
20 | Aneka Industri I-4 industri yang | menyediakan - tersedianya
menghasilkan ruangan bagi ruangan bagi
beragam kebutuhan | kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan
konsumen dibedakan | industri yang industri yang
ke dalam beragam untuk beragam  untuk
4 golongan, yaitu: memenuhi meme.znuhl
. permintaan pasar
1. aneka permintaan pasar .
. - meningkatnya
pengolahan serta meningkatkan keseimb
angan yang | keseimbangan cecinbangan
p hasilk g antara penggunaan
menghasilkan antara penggunaan lah
kebutuhan pokok ahan secara
di bidane banean lahan secara ekonomis
ang pang ekonomis dan - meningkatnya
seperti garam,
. mendorong pertumbuhan
gula, margarine, .
- pertumbuhan lapangan kerja
minyak goreng, .
rokok, susu, lapangan kerja

tepung terigu




Kriteria Performa

No. Zona Kode Definisi Fungsi Penetapan
Ruang
2. aneka
pengolahan
sandang yang
menghasilkan
kebutuhan
sandang, seperti
bahan tenun,
tekstil, industri
kulit dan pakaian
jadi
3. aneka kimia dan
serat yang
mengolah bahan
baku melalui
proses kimia
sehingga menjadi
barang jadi yang
dapat
dimanfaatkan,
seperti ban
kendaraan, pipa
paralon, pasta
gigi, sabun cuci,
dan korek api
4. aneka bahan
bangunan yang
mengolah aneka
bahan bangunan,
seperti  industri
kayu, keramik,
kaca dan marmer
Zona Sarana Pelayanan Umum
21 | Pendidikan SPU-1 | peruntukan ruang | - penyediaan sarana | dalammerencanaka
yang merupakan pendidikan adalah n
bagian dari kawasan untuk melayani saranapendidikanhar
budi daya yang setiap .unit ) us memperhatikan:
dikembangkan untuk administrasi i - berapa jumlah anak
sarana pendidikan pemel.”lntahan baik yang memerlukan
dasar sampai dengan %?;Ig informal (RT, fasilitas ini pada
pendidikan tinggi, forn)'lanlla(l;elzjl?,l?a{la;;g area perencanaan;
pendidikan formal Kecamatan), dan ’ - optimasi daya
dan informal, serta b L tampung dengan
€ ) ukan didasarkan satu shift;
dlkgmbangkan secara §emata—mata pada _ efisiensi dan
horizontal dan Jum]ah penduduk efektivitas
vertikal yang akan dilayani kemungkinan
oleh pemakaian  ruang
saranatersebut. belajar secara
terpadu;

- pemakaian sarana
dan prasarana
pendukung;

- keserasian dan
keselarasan dengan
konteks setempat
terutama  dengan
berbagai jenis
sarana lingkungan
lainnya.

22 | Transportasi SPU-2 | peruntukan ruang | - menyediakan ruang | - tersedianya ruang




Zona

Kode

Definisi

Fungsi Penetapan

Kriteria Performa

Ruang

yang merupakan
bagian dari kawasan
budi daya yang
dikembangkan untuk
manampung fungsi
transportasi dalam
upaya untuk
mendukung
kebijakan
pengembangan
sistem  transportasi
yang tertuang
didalamrencana tata
ruangyangmeliputi
transportasidarat,
udara,dan perairan

untuk
pengembangan
fungsi transportasi
udara, jalan raya,
kereta api, laut,
sungai, dan danau
menetapkan
kriteria
pengembangan
zona transportasi
- lingkungan
perumahan
direkomendasikan
untuk dilalui
sarana jaringan
transportasi lokal
atau memiliki akses
yang tidak
terlampau jauh
(maksimal 1 km)
menuju sarana
transportasi
tersebut.

untuk
pengembangan
fungsi

transportasi

udara, jalan raya,

kereta api,

laut,

sungai, dan danau

- kriteria penyediaan

jaringan

sirkulasi

kendaraan pribadi
dan umum berikut

terminal/tempat
pemberhentian
disusun
berdasarkan

penggolongan jalan

- kriteria yang harus

dipenuhi
perencanaan
pedestrian
asas keterkaitan/
keterhubungan,
asas:
- kemudahan
pencapaian;

pada
jalur
adalah

- keselamatan /kea

manan
atraktif;

dan

- kenyamanan, dan

- kejelasan/
kemudahan
pengenalan

- Luas lahan parkir
bruto di lingkungan

zona

perumahan

adalah tiga persen

dari luas
yang dilayani
- standar

daerah

besaran

lahan parkir untuk

zona
dan
setiap

jasa
luas

perdagangan
adalah

60

(enam puluh) m2

terdapat 1 (satu)
parkir mobil
- standar

lot

besaran

lahan parkir untuk

zona

perkantoran

adalah setiap luas
100 (seratus) m?2

terdapat 1 (satu)
parkir mobil

- penyediaan
kebutuhan

lot

terminalwilayahada
lah sekurang-

kurangnya
memiliki
luaslayanan

2.000(duaribu)m?

23

Kesehatan

SPU-3

peruntukan ruang

menyediakanruang

tersedianyaruang




Kriteria Performa

No. Zona Kode Definisi Fungsi Penetapan
Ruang
yang merupakan | untuk: untuk:
bagian dari kawasan | - pengembangan - pengembangan
budi daya yang kelompok kegiatan kelompok kegiatan
dikembangkan untuk kesehatan dan kesehatan dan
pengembangan sarana fasilitasnya yang fasilitasnya yang
kesehatan dengan hierarki dan skala hierarki dan skala
hierarki dan skala pelayanannya pelayanannya
pelayanan yang disesuaikan dengan disesuaikan dengan
. . jumlah penduduk jumlah penduduk
disesuaikan dengan . .
. yang terlayani yang terlayani
jumlah pen.duduk. dalam satu wilayah dalam satu wilayah
yang akan dilayani administrasi administrasi
yang  dikembangkan | _ memberikanpelaya - pelayanan
secara horizontal dan | nankesehatan kebutuhan
vertikal kesehatankepada penduduk akan
masyarakat,memili sarana kesehatan
ki peranyangsangat
strategis dalam
mempercepat
peningkatan
derajat kesehatan
masyarakatsekalig
us untuk
mengendalikan
pertumbuhan
penduduk
24 | Olahraga SPU-4 | peruntukan ruang | menyediakan ruang tersedianya ruang
yang merupakan | untuk: untuk:
bagian dari kawasan | - pengembangan - pengembangan
budi daya yang kelompok kegiatan kelompok kegiatan
dikembangkan untuk sarana olahraga sarana olahraga
menampung  sarana dan fasilitasnya dan fasilitasnya
olahraga baik dalam yang hierarki dan yang hierarki dan
bentuk terbuka skala pelayanannya skala pelayanannya
disesuaikan dengan disesuaikan dengan
maupun tertutup X .
. . jumlah penduduk jumlah penduduk
sesuai dengan lingkup . .
yang terlayani yang terlayani
p(lalay anannya dengan dalam satu wilayah dalam satu wilayah
hierarki dan  skala administrasi administrasi
pelayanan yang | - pelayanan - pelayanan
disesuaikan  dengan kebutuhan kebutuhan
jumlah penduduk penduduk terhadap penduduk terhdap
sarana olahraga sarana olahraga
25 | Sosial Budaya SPU-5 | peruntukan ruang | menyediakan ruang tersedianyaruang
yang merupakan | untuk: untuk:
bagian dari kawasan | - pengembangan - pengembangan
budi daya yang kelompok kegiatan kelompok kegiatan
dikembangkan untuk sosial budaya dan sosial budaya dan
menampung  sarana fasilitasnya yang fasilitasnya  yang
sosial budaya dengan hierarki dan skala hierarki dan skala
hierarki dan skala pelayanannya pelayanannya
pelayanan yang disesuaikan dengan disesuaikan dengan
. . jumlah penduduk jumlah penduduk
disesuaikan dengan . .
) yang terlayani yang terlayani
jumlah ) penduduk dalam satu wilayah dalam satu wilayah
yang  dikembangkan administrasi administrasi
secara horizontal | - pelayanan - pelayanan
maupun vertikal kebutuhan kebutuhan
penduduk terhadap penduduk terhadap
sarana sosial sarana sosial
budaya budaya
26 | Peribadatan SPU-6 | peruntukan ruang | menyediakan ruang tersedianya ruang
yang merupakan | untuk: untuk:

bagian dari kawasan

- mengisi kebutuhan

- mengisi kebutuhan




Kriteria Performa

No. Zona Kode Definisi Fungsi Penetapan
Ruang
budi daya yang rohani yang perlu rohani yang perlu
dikembangkan untuk yang disediakan di yang disediakan di
menampung  sarana lingkungan lingkungan
ibadah dengan p@*umahan yang pferumaha_n yang
hierarki dan skala d1renqanakzzn selain d1renqanakan stelam
sesuai peraturan sesuai  peraturan
gglayangn yang yang ditetapkan, yang ditetapkan,
isesuaikan dengan ; : ; .
. juga sesuai dengan juga sesuai dengan
jumlah penduduk keputusan keputusan
masyarakat yang masyarakat  yang
bersangkutan bersangkutan
- pengembangan - pengembangan
kelompok kegiatan kelompok kegiatan
peribadatan dan peribadatan dan
fasilitasnya yang fasilitasnya yang
hierarki dan skala hierarki dan skala
pelayanannya pelayanannya
disesuaikan dengan disesuaikan dengan
jumlah penduduk jumlah penduduk
yang terlayani yang terlayani
dalam satu wilayah dalam satu wilayah
administrasi administrasi
- pelayanan - pelayanan
kebutuhan kebutuhan
penduduk akan penduduk akan
sarana peribadatan sarana peribadatan
sesuai dengan sesuai dengan
proporsijumlah proporsi jumlah
pemeluk pemeluk agama
agamayang yang dilayani dalam
dilayani dalamsatu satu wilayah
wilayah
Zona Peruntukan Lainnya
27 | Pertanian PL-1 | peruntukan ruang | peruntukanlahan tersedianyalahanunt
yang dikembangkan | untuk: uk:
untuk menampung | - menghasilkan - menghasilkan
kegiatan yang bahan pangan, bahan pangan,
berhubungan dengan palawija, tanaman palawija, tanaman
pengusahaan keras, hasil keras, hasil
mengusahakan pete?rnak.an, dan petefrnak.an, dan
tanaman tertentu, hasil pf:rlkanan hasil pf:rlkanan
. - sebagai daerah - sebagai daerah
pemberian makanan, . . . -
resapan air hujan resapan air hujan
pengkandangan, dan
‘ untuk kawasan untuk kawasan
pemeliharaan hewan sekitarnya sekitarnya
untuk pribadi atau - membantu - membantu
penyediaanlapanga penyediaan
n lapangan kerja bagi
kerjabagimasyaraka masyarakat
t setempat setempat
28 | Pertambangan PL-2 | peruntukan ruang | menyediakanruangan | tersedianyaruangan
yang dikembangkan | untuk: untuk:
untuk menampung | - kegiatan-kegiatan - kegiatan-kegiatan
pertambangan pertambangan




Kriteria Performa

No. Zona Kode Definisi Fungsi Penetapan
Ruang
kegiatan dalam upaya dalam upaya
pertambangan bagi meningkatkan meningkatkan
daerah yang sedang keseimbangan keseimbangan
maupun yang akan antara penggunaan antara penggunaan
segera melakukan lahan secara lahan secara
kegiatan ekonomis, ekonomis,
lingkungan dan lingkungan dan
pertambangan
. mendorong mendorong
golongan bahan galian pertumbuhan pertumbuhan
A,B,dan C lapangan kerja lapangan kerja
- memberikan - memberikan
kemudahan dalam kemudahan dalam
fleksibilitas bagi fleksibilitas bagi
pertambangan baru pertambangan baru
- menjamin kegiatan | - menjamin kegiatan
pertambangan yang pertambangan yang
berkualitas tinggi, berkualitas  tinggi,
dan melindungi dan melindungi
penggunaan lahan penggunaan lahan
untuk untuk
pertambangan serta pertambangan
membatasi sertamembatasi
penggunaan non penggunaan non
pertambangan pertambangan
29 | Pariwisata PL-3 | peruntukan ruang | menyediakan ruang tersedianyaruang
yang merupakan | untuk: untuk:
bagian dari kawasan | - pengembangan - pengembangan
budi daya yang akomodasi akomodasi
dikembangkan untuk pariwisata dengan pariwisata dengan
mengembangkan kepadatan yang kepadatan yang
kegiatan pariwisata bervariasi di bervariasi di
baik alam, buatan, seluruh kawasan seluruh kawasan
maupun budaya - mengakomodasi - mengakomodasi
bermacam tipe bermacam tipe
akomodasi akomodasi
pariwisata seperti pariwisata  seperti
hotel, vila, resort, hotel, vila, resort,
homestay, dll. yang homestay, dll yang
mendorong mendorong
penyediaan penyediaan
akomodasi bagi akomodasi bagi
wisatawan wisatawan
Zona Peruntukan Khusus
30 | Pertahanan KH-1 | peruntukan tanah | menyediakanruang tersedianyaruangunt
dan keamanan yangmerupakan untuk: uk:

(Hankam) bagian darikawasan | - tempat kegiatan - tempatkegiatandan
budi dayayang dan pengembangan pengembangan
dikembangkan untuk bidang pertahanan bidang pertahanan
menjamin kegiatan dan keamanan dankeamanan
dan pengembangan negara agar dapat negaraagardapat
bidang pertahanan menjamin kondisi menjaminkondisi
dankeamanan negara yang negarayangkondusi

. . . kondusif tempat
sepertikantor,instalasi _t . .
empat pelatihan pelatihanpara
hankam, ) termasu'k para prajurit dan prajuritdan
tempat latihan baik pasukan hankam pasukan
pada tingkatnasional, sebagai garda hankamsebagai
Kodam,Korem,Koramil, depan negara yang gardadepannegara
dsb khusus dibina yangkhususdibina
untuk menjamin untuk  menjamin
keberlangsungan keberlangsungan
keamanan dan keamanan dan
pertahananNegara pertahanan negara
31 | IPAL KH-3 peruntukan tanah | menyediakanruang tersedianya
yang terdiri atas | untuk: ruanguntuk:
daratan dengan batas | - tempat pengolahan - tempat pengolahan
batas tertentu yang air limbah agar air limbah agar
berfungsi untuk segera dapat diolah segera dapat




Kriteria Performa

No. Zona Kode Definisi Fungsi Penetapan
Ruang
tempat pembuangan dan tidak diolah dan tidak
segala ~macam  air mencemari mencemari
buangan (limbah) yang | lingkungan lingkungan
berasal dari limbah- pemukiman dan pemukiman  dan
limbah dOl’l’lCStik, industri industri
industri maupun | " meningkatkan - meningkatkan
Kk . 1 d lain- kesehatan kesehatan
omersia an lain .
lainnya mas:yarakat melalui masyalfakat
peningkatan akses melalui
masyarakat peningkatan akses
terhadap pelayanan masyarakat
pengolahan air terhadap
limbah dengan pelayanan
sistem setempat pengolahan air
dan sistem terpusat limbah dengan
- melindungi sistem setempat
sumber-sumber air dan sistem
baku bagi terpusat
airminumdari - melindungi
pencemaran air sumber-sumber
limbah pemukiman air baku bagi air
danindustri minum dari
pencemaran air
limbah
pemukiman dan
industri
Zona Campuran
32 | Perumahan dan C-1 peruntukanlahan budi | - menyediakan tersedianya ruang

Perdagangan/ dayayang terdiriatas ruang untuk untuk:

Jasa daratan denganbatas pengembangan - kegiatan
tertentuyang fungsi campuran perumahan
berfungsicampuran perumahan dgn kepadatan  tinggi
antaraperumahan dan | Perdagangan/jasa dengan konsep
perdagangan/jasa - meningkatkan hunian vertikal

aksesibilitas - kegiatan komersial
masyarakat pada yang melayani
subzona tersebut masyarakat pada
terhadap fasilitas subzona tersebut
komersial - sirkulasi
- mengoptimalkan masyarakat  baik
pemanfaatan sirkulasi  vertikal
ruang perkotaan maupun
horizontal,
termasuk luas
lobby lift, lobby
utama, jalur
masuk dan keluar,
jalur  pejalankaki
antarbangunan,
dan jalur
pejalankaki
menuju
pemberhentian
kendaraan umum.
33 | Perumahan dan C-2 peruntukanlahan budi | - menyediakan tersedianya ruang

Perkantoran dayayang  terdiriatas ruang untuk untuk:

daratan denganbatas pengembangan - kegiatan

fungsi campuran

perumahan




No. Zona Kode Definisi Fungsi Penetapan Kriteria Performa
Ruang
tertentuyang perumahan dan kepadatan  tinggi
berfungsicampuran perdagangan/jasa dengan konsep
antarapemmahan dan - meningkatkan hunian vertikal
perkantoran aksesibilitas - kegiatan
masyarakat pada perkantoran yang
subzona tersebut melayani
terhadap fasilitas masyarakat pada
perkantoran subzona tersebut
- mengoptimalkan - sirkulasi
pemanfaatanruang masyarakat baik
perkotaan sirkulasi  vertikal
maupun
horizontal,
termasuk luas
lobby lift, lobby
utama, jalur
masuk dan keluar,
jalur pejalan kaki
antar  bangunan,
dan jalur pejalan
kaki menuju
pemberhentian
kendaraan umum.
34 | Perkantoran C-3 - menyediakan tersedianyaruang
dan ruang untuk | untuk:
Perdagangan/ pengembangan - kegiatan
Jasa fungsi campuran perkantoran dan
perkantoran  dan komersial dengan
perdagangan/jasa konsep bangunan
- meningkatkan vertikal
aksesibilitas - kegiatan
masyarakat pada perkantoran dan
subzona tersebut komersial yang
dan/atau melayani
masyarakat di luar masyarakat pada
subzona terhadap subzona dan/atau
fasilitas masyarakat di luar
perkantoran  dan subzona tersebut
perdagangan/jasa - sirkulasi
- mengoptimalkan masyarakat baik
pemanfaatan sirkulasi vertikal
ruang perkotaan maupun
horizontal,
termasuk luas
lobby lift, lobby
utama, jalur
masuk dan keluar,
jalur pejalan kaki
antar bangunan,
dan jalur pejalan
kaki menuju
pemberhentian
kendaraan umum.
Sumber Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman

Penyusunan RTRW Kota; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di
Kawasan  Perkotaan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Bencana Gunung
Merapi dan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi; Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR
dan Peraturan Zonasi Kabupaten Kota; SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara

Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan;

Metode penilaian terhadap performa ruang berdasarkan penetapan fungsi dan

kriteria performa ruang yang telah ditetapkan dapat menggunakan bermacam-




macam pendekatan bidang keilmuan. Berikut adalah beberapa contoh
pendekatan yang dapat digunakan dalam menghitung performa ruang tersebut

pada masing-masing zona pada kawasan lindung:

1. Hutan Lindung
Zona hutan lindung memiliki fungsi sebagai berikut:
a. memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi hutan lindung dan
mencegah timbulnya kerusakan hutan; dan
b. meningkatkan fungsi hutan lindung terhadap tanah, air, iklim,

tumbuhan, dan satwa.

Dalam menilai apakah suatu kawasan hutan lindung memelihara dan
mewujudkan kelestarian fungsi hutan lindung, atau memberikan
perlindungan terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, satwa, dapat
menggunakan beberapa pendekatan seperti menggunakan simulasi
pemodelan dinamika populasi satwa akibat adanya penggunaan lahan, atau
dengan menilai:

a. tingkat infiltrasi tanah;

b. permeabilitas tanah;

c. indikator uji cepat kesuburan tanah; atau

perhitungan limpasan air permukaan (run off).

2. Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
Zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya memiliki fungsi untuk
meresapkan air hujan sehingga dapat menjadi tempat pengisian air bumi
(akuifer) yang berguna sebagai sumber air. Suatu kegiatan pemanfaatan
ruang dapat dikategorikan mengubah fungsi ruang terhadap zona
perlindungan terhadap kawasan bawahannya apabila
mengganggu/merusak performa fungsi zona perlindungan terhadap
kawasan bawahannya tersebut. Cara untuk menilai kemampuan suatu
lahan yang berada pada kawasan zona perlindungan terhadap kawasan
dibawahnya dalam meresapkan air diantaranya dapat menggunakan

metode penilaian tingkat infiltrasi tanah.

3. Zona Perlindungan Setempat



Zona perlindungan setempat berfungsi untuk menjaga kelestarian fungsi
pantai, sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar
mata air. Metode penilaian performa ruang dapat menggunakan berbagai
pendekatan bergantung pada karakteristik kasus yang ditangani. Dalam
hal pemanfaatan ruang pada sempadan sungai menimbulkan sedimentasi
yang mempengaruhi fungsi dari sungai maka dapat dilakukan
penghitungan laju endapan akibat adanya pemanfaatan ruang dan
menghitung dampaknya terhadap aliran air sungai.

Zona Ruang Terbuka Hijau

Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki fungsi sebagai berikut:

a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;

b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara
lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk
kepentingan masyarakat; dan

c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana
pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah,
dan bersih.

Terkait dengan fungsinya sebagai kawasan resapan air, maka metode
penilaiannya dapat menggunakan pendekatan yang sama untuk zona
perlindungan terhadap kawasan di bawahnya. Adapun penilaian terhadap
keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang
berguna bagi kepentingan masyarakat, serta peningkatan keserasian
lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan
yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih dapat menggunakan
pendekatan analisa statistik dengan melihat perspektif masyarakat.

Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya

Zona suaka alam dan cagar budaya memiliki fungsi sebagai berikut:

a. meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan
satwa, serta nilai budaya dan sejarah bangsa; dan

b. mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan
keunikan alam.

Karena memiliki fungsi yang penting bagi ekosistem didalamnya, yaitu
mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan
keunikan alam maka zona suaka alam dan cagar budaya tidak dapat
dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya. Kemampuan atau performa zona
dapat dinilai menggunakan simulasi pemodelan dinamika populasi satwa
atau tumbuhan akibat adanya penggunaan lahan, atau dampak
pemanfaatan ruang terhadap ekosistem dan keunikan alam yang ada.
Apabila terdapat indikasi merusak ekosistem dan keunikan alam, maka
performa ruang 2zona suaka alam dan cagar budaya dalam
mempertahankan tipe ekosistem dan keunikan alam tersebut dapat
disimpulkan telah hilang.
LAMPIRAN IV



PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN AUDIT TATA RUANG

METODE PENGHITUNGAN DAMPAK KERUGIAN

Metode penghitungan dampak kerugian akibat pemanfaatan ruang yang tidak

sesuai dengan rencana tata ruang atau tidak sesuai dengan izin pemanfaatan

ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dapat menggunakan tiga

komponen kerugian sebagai berikut:

1.
2.
3.

2.

nilai aset terdampak yang hilang atau rusak;
perubahan biaya input; dan
potensi pendapatan yang hilang.

Nilai Aset Terdampak Yang Hilang Atau Rusak

Nilai aset terdampak yang hilang dan rusak, dihitung berdasarkan nilai
ekonomi suatu aset yang dapat berupa lahan, bangunan, atau barang
dengan menggunakan ukuran harga pasar, atau selisih nilai aset sebelum
dan sesudah terdampak misalnya untuk menghitung nilai suatu lahan
yang berkurang akibat dampak dari suatu pemanfaatan ruang.

Contoh Pengukuran Kerugian Nilai Aset Bangunan Properti

Pengukuran langsung atau pengukuran primer dapat dilakukan untuk
mengganti kerugian properti seperti kerusakan rumah, tanaman dan
hak milik lainnya. Prinsip ini didasarkan pada perubahan nilai properti
sebelum dan sesudah terjadinya akibat tindakan pelanggaran di bidang
penataan ruang. Nilai properti yang berada dekat dengan daerah yang
terkena dampak dari pelanggaran tata ruang berpotensi memiliki nilai yang
lebih rendah dibanding dengan properti yang tidak berada dekat dengan
daerah yang terkena dampak dari tindakan pelanggaran di bidang
penataan ruang.

Pengukuran harus dilakukan pada properti yang memiliki karakteristik
sejenis dengan nilai awal pasar yang relatif sejenis. Penghitungan nilai
dapat juga dilakukan melalui perubahan nilai apresiasi nilai
propertikontrol dengan nilai properti yang terkena dampak. Dengan rumus

PVI = APB — APA

PVI = Property Value Impact

APB = AppreciationProperty Before (sebelum terkena dampak)
APA = Appreciation Property After (setelah terkena dampak)
Perubahan Biaya Input



Pendekatan Pendapatan Faktor (Factor Income Approach). Pengukuran
kerugian melalui pendekatan pendapatan faktor digunakan untuk
menghitung aset masyarakat yang digunakan sebagai faktor produksi
seperti perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan. Pendekatan ini
didasarkan pada konsep fungsi produksi yakni sumber daya alam dan
lingkungan digunakan sebagai input untuk menghasilkan produk yang
dijual ke pasar. Perubahan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan
input tersebut merupakan pendekatan (proxy) untuk menghitung ganti
kerugian. Misalnya saja petani ikan yang menggunakan sumber pakan
dari rantai makanan perairan yang lebih rendah seperti fitoplankton, ikan-
ikan juvenile dan sebagainya, biaya untuk menghasilkan ikan yang bisa
dijual ke pasar akan lebih mahal ketika sumber ikan-ikan yang kecil ini
sulit ditemukan disebabkan oleh tindakan pelanggaran di bidang penataan
ruang. Penghitungan dengan pendekatan faktor ini dapat didekati

melalui dua cara yakni:

PBI = BIB - BIS

PBI = Perubahan Biaya Input
BIB = Biaya Input sebelum terjadi pelanggaran
BIS = Biaya Input sesudah terjadi pelanggaran

Potensi Pendapatan Yang Hilang.

Kerugian potensi pendapatan yang hilang dihitung berdasarkan penilaian
variabel rata-rata pendapatan dan waktu(t), dengan dapat memperhatikan
variabel lain yang berpengaruh terhadap nilai pendapatan seperti inflasi,
produksi, serta harga pasar. Sebagai contoh apabila lahan sawah terkena
dampak akibat pelanggaran bidang penataan ruang yang mengakibatkan
kerusakan lahan sehingga menyebabkan lahan tersebut tidak dapat
berproduksi. Maka nilai kerugian potensi pendapatan yang hilang dihitung
dengan cara menghitung potensi produksi sejak tahun terdampak hingga

tahun lahan tersebut dapat di pulihkan sebagai berikut:

Nilai kerugian = luas lahan x rata-rata produksi per-satuan luas lahan x
jumlah produksi dalam satu tahun x harga komoditas
pada tahun berjalan x jumlah tahun hingga lahan
tersebut dapat dipulihkan.

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN AUDIT TATA RUANG

METODE PENILAIAN PERSYARATAN
DI DALAM IZIN PEMANFAATAN RUANG

Dalam izin pemanfaatan ruang, terdapat beberapa persyaratan izindiantaranya

adalah:

1. Garis Sempadan Bangunan (GSB),

2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB),

3. Koefisien Dasar Bangunan (KDB),

4. Koefisien Dasar Hijau (KDH),

5. Koefisien Tapak Basement (KTB),

6. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), dan

7. Kepadatan Bangunan.

1. Garis Sempadan Bangunan (GSB)
Garis Sempadan Bangunan berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak
bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan
yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang
lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa
gas, dan sebagainya. GSB membatasi jarak terdekat bangunan terhadap
tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor, atau riol, sampai
batas terluar muka bangunan.
GSB merupakan garis yg membatasi jarak bebas minimum dari sisi terluar
sebuah massa bangunan terhadap batas lahan yg dikuasai. Patokan serta
batasan untuk cara mengukur luas GSB ialah as atau garis tengah jalan,
tepi pantai, tepi sungai, rel kereta api, dan/atau juga jaringan tegangan
tinggi. Sehingga apabila sebuah rumah berada di sisi jalan, maka garis
sempadannya diukur dari garis tengah jalan tersebut sampai dengan sisi
terluar dari bangunan rumah. Panjang GSB ditentukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Koefisien Lantai Bangunan merupakan perbandingan antara jumlah
seluruh luas lantai bangunan dengan pada luas lahan/bidang tanah yang

dapat dibangun.

KLB



Jumlah Seluruh Lantai Bangunan

Luas Lahan/Bidang Tanah Yang Dapat Dibangun
(Luas Bidang Tanah x KDB Maksimum)

Ketentuan KLB pada masing-masing daerah/kawasan/zona/subzona dapat

berbeda-beda. KLB biasanya dinyatakan dalam angka seperti 1,5; 2 dan

sebagainya. Bila di dalam PBS tertera KLB = 2, maka total luas bangunan

yang boleh didirikan maksimal 2 kali luas lahan yang ada. Jika suatu

bangunan dengan luas lahan yang dibangun sebesar 2000 m? dan berada

pada kavling lahan seluas 1000 m?2, maka Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

sebesar (2000 m? : 1000 m?) = 2.

Penghitungan KLB ini berkaitan dengan jumlah lantai dan luas lantai

masing-masing bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Perhitungan luas lantai bangunan adalah jumlah luas lantai yang
diperhitungkan sampai batas dinding terluar;

Luas lantai ruangan beratap yang sisi-sisinya dibatasi oleh dinding
yang tingginya lebih dari 1,20 m di atas lantai ruangan tersebut
dihitung penuh 100%;

Luas lantai ruangan beratap yang bersifat terbuka atau yang sisi-
sisinya dibatasi oleh dinding tidak lebih dari 1,20 m di atas lantai
ruangan dihitung 50%, selama tidak melebihi 10% dari luas denah yang
diperhitungkan sesuai dengan KDB yang ditetapkan;

Overstek atap yang melebihi lebar 1,50 m maka luas mendatar
kelebihannya tersebut dianggap sebagai luas lantai denah;

Teras tidak beratap yang mempunyai tinggi dinding tidak lebih dari
1,20 m di atas lantai teras tidak diperhitungkan sebagai luas lantai;
Luas lantai bangunan yang diperhitungkan untuk parkir tidak
diperhitungkan dalam perhitungan KLB, asal tidak melebihi 50% dari
KLB yang ditetapkan, selebihnya diperhitungkan 50% terhadap KLB;
Ram dan tangga terbuka dihitung 50%, selama tidak melebihi 10% dari
luas lantai dasar yang diperkenankan;

Dalam perhitungan KLB, luas tapak yang diperhitungkan adalah yang
dibelakang GSJ;

Batasan perhitungan luas ruang bawah tanah (basement) ditetapkan
oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan keamanan, keselamatan,

kesehatan, dan pendapat teknis para ahli terkait;



j.  Untuk pembangunan yang berskala kawasan (superblock), perhitungan
KLB adalah dihitung terhadap total keseluruhan luas lantai bangunan
terhadap total seluruh lantai dasar bangunan;

k. Dalam perhitungan ketinggian bangunan, apabila jarak vertikal dari
lantai penuh ke lantai penuh berikutnya lebih dari 5 m, maka
ketinggian bangunan tersebut dianggap sebagai dua lantai; dan

l. Mezanin yang luasnya melebihi 50% dari luas lantai dasar dianggap

sebagai lantai penuh.

3. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
KDB merupakan angka persentase perbandingan antara luas seluruh
lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/bidang
tanah yang dikuasai. Jika suatu bangunan dengan luas lahan yang
dibangun sebesar 300 m? dan berada pada kavling lahan seluas 1000 m?,
maka Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebesar (300 m? : 1000 m?) x 100%
= 30%

Standar KDB di suatu kawasan berbeda pada masing-masing wilayah.
Tujuan diberlakukannya KDB antara lain untuk menciptakan Ruang
Terbuka Hijau (RTH), menjaga kelestarian daerah resapan air, dan
membatasi ketinggian bangunan maksimal yang boleh didirikan.
Penghitungan KDB memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Perhitungan luas lantai bangunan adalah jumlah luas lantai yang
diperhitungkan sampai batas dinding terluar;

b. Luas lantai ruangan beratap yang sisi-sisinya dibatasi oleh dinding
yang tingginya lebih dari 1,20 m di atas lantai ruangan tersebut
dihitung penuh 100%;

c. Luas lantai ruangan beratap yang bersifat terbuka atau yang sisi-
sisinya dibatasi oleh dinding tidak lebih dari 1,20 m di atas lantai
ruangan dihitung 50%, selama tidak melebihi 10% dari luas denah yang
diperhitungkan sesuai dengan KDB yang ditetapkan;

d. Teras tidak beratap yang mempunyai tinggi dinding tidak lebih dari
1,20 m di atas lantai teras tidak diperhitungkan sebagai luas lantai;

e. Dalam perhitungan KDB luas tapak yang diperhitungkan adalah yang
dibelakang GSJ;

f. Untuk pembangunan yang berskala kawasan (superblock), perhitungan
KDB adalah dihitung terhadap total seluruh lantai dasar bangunan

dalam kawasan tersebut terhadap total keseluruhan luas kawasan.



4. Koefisien Dasar Hijau (KDH)
Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan
antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang
diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas lahan/bidang
tanah yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan

dan lingkungan.

KDH ditetapkan sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata ruang
wilayah yang telah ditetapkan.KDH minimal 10% pada daerah sangat
padat/padat. KDH ditetapkan meningkat setara dengan naiknya ketinggian
bangunan dan berkurang kepadatan wilayah.KDH tersendiri dapat
ditetapkan untuk tiap-tiap klas bangunan dalam kawasan-kawasan
bangunan, dimana terdapat beberapa klas bangunan dan kawasan

campurarn.

Jika suatu bangunan dengan luas terbuka di luar bangunan sebesar 300
m?2 dan berada pada kavling lahan seluas 1000 m?2 , maka Koefisien Dasar

Hijau (KDH) sebesar (300 m?2 : 1000 m2) x 100% = 30%.

5. Koefisien Tapak Basement(KTB)
Koefisien Tapak Basement (KTB) adalah angka persentase perbandingan
antara luas tapak basement dengan luas tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan tata

bangunan yang ada.

Kebutuhan basement dan besaran Koefisien Tapak Basement (KTB)
ditetapkan berdasarkan rencana peruntukan lahan, ketentuan teknis dan

kebijaksanaan Pemerintah Daerah setempat.

Dalam keperluan penyediaan RTHP yang memadai, lantai basement
pertama (B-1) tidak dibenarkan keluar dari tapak bangunan (di atas tanah)
dan atap basement kedua (B-2) yang di luar tapak harus berkedalaman

sekurangnya 2 (dua) meter dari permukaan tanah tempat penanaman.

Jika suatu bangunan dengan luas lahan yang dibangun sebesar 500 m?
dan luas lantai basement200 mZ2, maka Koefisien Tapak Basement (KTB)

sebesar (200 m?2 : 500 m?) = 0,4



6. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT)
Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) adalah angka persentase luas kawasan
atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan blok
peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan

yang direncanakan.

KWT= _Luas Peruntukan Budidaya Terbangun Yang Telah Dibangun X 100

Luas Peruntukan Budidaya Terbangun Yang Belum Dibangun

7. Kepadatan Bangunan
Kepadatan bangunan merupakan salah satu aspek dalam upaya
pengendalian perkembangan tata ruang dan tata bangunan serta tata
lingkungan yang memperhatikan keserasian, fungsional, estetis serta
ekologis dalam pemanfaatan ruang lahan. Kepadatan bangunan
berpengaruh terhadap intensitas daerah terbangun yang merupakan
optimalisasi kemampuan lahan berbanding luas lahan. Persyaratan kinerja
dari ketentuan kepadatan bangunan ditentukan oleh kemampuan dalam
menjaga keseimbangan daya dukung lahan dan optimalnya intensitas
pembangunan, kemampuan dalam mencerminkan keserasian bangunan
dengan lingkungan serta kemampuannya dalam menjamin kesehatan dan
kenyamanan pengguna serta masyarakat pada umumnya.Kepadatan
bangunan dihitung dari perbandingan antara luas lahan terbangun dengan

luas wilayah.

Kepadatan Bangunan = Luas Lahan Terbangun (m?) : Luas Wilayah (m?)



LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN AUDIT TATA RUANG

TIPOLOGI INDIKASI PELANGGARAN

Ancaman Sanksi/

No Tipologi Pelanggaran Tuntutan Hukum
1 | Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai dengan Rencana Tata Ruang
a) Memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang Administratif
tidak sesuai dengan peruntukannya
b) Memapfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang Administratif
sesuai dengan peruntukannya
c) Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang Administratif
tidak sesuai dengan peruntukannya
d) Memanfaatkan ruang di ' lokasi yang tidak sesuai dengan Administratif: Pidana
peruntukannya dan mengakibatkan perubahan fungsi
e) Memanfaatkan ruang di ' lokasi yang tidak sesuai dengan Administratif: Pidana
peruntukannya dan mengakibatkan kerugian
f) Memanfaatkan ruang di ' lokasi yang tidak sesuai dengan Administratif: Pidana
peruntukannya dan mengakibatkan kematian orang
Pemanfaatan Ruang yang Tidak sesuai dengan Izin Pemanfaatan
2 o .
Ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang
a) Tidak menindaklanjuti izin yang dikeluarkan Administratif
b) Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang Administratif
tercantum dalam izin pemanfaatan ruang
c) Pemanfaatan Ruang yang Tidak sesuai dengan Izin Pemanfaatan
Ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang yang mengakibatkan | Administratif; Pidana
perubahan fungsi
d) Pemanfaatan Ruang yang Tidak sesuai dengan Izin Pemanfaatan
Ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang yang mengakibatkan | Administratif; Pidana
kerugian
e) Pemanfaatan Ruang yang Tidak sesuai dengan Izin Pemanfaatan
Ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang yang mengakibatkan | Administratif; Pidana
kematian orang
3 Pemanfaatan Ruang yang Tidak sesuai dengan Persyaratan Izin yang
diberikan oleh Pejabat yang berwenang
a) Melanggar batas sempadan Administratif; Pidana
b) Melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang ditentukan Administratif;, Pidana
c) Melanggar ketentuan dasar lantai bangunan yang ditentukan Administratif; Pidana
d) Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan Administratif; Pidana
e) Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan Administratif; Pidana
f) Tidak menyedlakan‘ fgsﬂﬁas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan Administratif: Pidana
persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang
g) Tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan izin yang telah | ..
. . Pidana
ditetapkan lainnya
4 | Memberikan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Pidana
Menutup atau tidak memberikan akses terhadap kawasan yang | Administratif;
dinyatakan perundang-undangan sebagai milik umum Pidana;




LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN AUDIT TATA RUANG

FORMAT LAPORAN HASIL AUDIT TATA RUANG

BAGIAN 1 : PENDAHULUAN

1.1
1.2

1.3

1.4
1.5
1.6

Latar Belakang
Ruang Lingkup
1.2.1 Ruang Lingkup Pekerjaan
(batasan pelaksanaan audit tata ruang sesuai dengan perencanaan
audit tata ruang)
1.2.2 Lokasi Audit Tata Ruang
(Hasil deliniasi lokasi audit tata ruang)
1.2.3 Waktu pelaksanaan
Metode Pelaksanaan Pekerjaan
(Metode yang digunakan dan rincian kronologis pelaksanaan pekerjaan)
Sarana prasarana yang digunakan
Pembiayaan

Sistematika Pembahasan

BAGIAN 2 : GAMBARAN UMUM LOKASI AUDIT TATA RUANG

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Profil data kependudukan

Kondisi sosial dan ekonomi

Jaringan sarana dan prasarana eksisting
Peruntukan lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang

Penggunaan lahan eksisting

BAGIAN 3 : ANALISA KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP
PERSYARATAN IZIN PEMANFAATAN RUANG (disesuaikan dengan analisa yang

dilaksanakan)

BAGIAN 4 : REKOMENDASI

(memuat kesimpulan hasil analisa serta rekomendasi tindak lanjut)



4.1 Kesimpulan
(memuat hasil analisa terkait ada atau tidaknya pelanggaran
pemanfaatan ruang, serta jumlah titik, luasan, tipologi dan sebaran
pelanggaran pemanfaatan ruang)

4.2 Rekomendasi
(memuat rekomendasi yang disesuaikan dengan temuan dan jenis
permasalahan dari hasil audit tata ruang dengan mengacu pada

ketentuan peraturan dan perundang-undangan)

BAGIAN 5 : LAMPIRAN BAHAN BUKTI PENDUKUNG
Antara lain:

- peta hasil overlay;

- form isian/tabel hasil overlay peta;

- form isian hasil verifikasi lapangan;

- foto dan/atau video;

- rekaman keterangan dan informasi;

- kronologis kegiatan pemanfaatan ruang; serta

- sketsa denah dan bangunan yang skalatis.

Lampiran [ sampai dengan Lampiran VII merupakan bagian tidak
terpisahkan/satu kesatuan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2017 tentang

Pedoman Audit Tata Ruang.

MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

SOFYAN A. DJALIL
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